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ABSTRAK
Irwan. Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Pada Permukiman Padat Penduduk Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur (Studi Pada Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur). Drs. H. Maskan AF, M.Si, selaku Pembimbing I dan Dr. H. Mugni Baharuddin, MM selaku Pembimbing II 
Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintaha otonomi Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tugas petugas pemadam kebakaran tak hanya sekadar memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran juga dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penyelamatan. Adanya upaya pencegahan salah satunya dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait deteksi dini terhadap potensi terjadinya kebakaran. 

Pada umumnya risiko bencana di Indonesia meliputi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, kekeringan, angin topan, banjir dan kebakaran. Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga memiliki beranekaragam jenis bencana. Kebakaran merupakan suatu kejadian dengan berbagai faktor penyebab yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Banyak yang memandang bencana kebakaran bukan sebagai resiko yang dapat diminimasi, melainkan sebagai musibah. 

Peningkatan kepadatan serta pertumbuhan penduduk yang terpusat di permukiman penduduk menyebabkan aktivitas di kawasan ini menjadi semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan peluang terjadinya kebakaran di kawasan permukiman penduduk menjadi lebih besar. Peningkatan pertumbuhan penduduk juga menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan permukiman. 

Tingginya permintaan permukiman oleh masyarakat di permukiman penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan penyediaan lahan permukiman yang layak, menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya akan semakin banyak masyarakat yang terkonsentrasi menetap pada kawasan yang rentan terhadap resiko bencana kebakaran, jika terjadi kebakaran di kawasan tersebut maka probabilitas jatuhnya korban juga akan semakin besar. 

Kata Kunci : Kebakaran, Permukiman Padat Penduduk, Pelayanan
ABSTRACT
Irwan. Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Pada Permukiman Padat Penduduk Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur (Studi Pada Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur). Drs. H. Maskan AF, M.Si, selaku Pembimbing I dan Dr. H. Mugni Baharuddin, MM selaku Pembimbing II 
East Kutai Regency as an integral part in the system of Regional Autonomy Government has the right, authority and obligation of autonomous regions to manage and manage their own government affairs and public interests of Samarinda City according to the laws and regulations. Autonomous Region is a legal community unity which has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs and public interests according to their own initiative based on community aspirations in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 

The firefighter's job is not just to extinguish the fire. A firefighter is also required to be able to do prevention and rescue. The existence of prevention efforts one of them done by providing socialization to the community, providing education related to early detection of the potential for fire. 

In general, disaster risk in Indonesia includes earthquake, tsunami, volcanic eruption, landslide, drought, hurricane, flood and fire. Indonesia consisting of archipelagic clusters has a very high disaster potential and also has a wide variety of disasters. Equatorial line across Indonesia affects the climate happening in Indonesia. 

Fire is an event with a variety of factors that can occur anywhere and anytime. Many view fire disaster not as a risk that can be minimized, but as a disaster. 

Increased population density and population growth in population settlements result in increased activity in the region. This will cause the chance of fire in residential areas become larger. Increased population growth also led to an increase in the number of settlement requests. 

The high demand for settlements by the people in residential areas that are not balanced with the planning and provision of decent settlement land, make the community forced to occupy the area vulnerable to fire disaster as their residence. As a result, more and more people are concentrated on living in areas vulnerable to disaster risk, if there is a fire in the area then the probability of casualties will also be greater. 
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I. PENDAHULUAN

 Peningkatan kepadatan serta pertumbuhan penduduk yang terpusat menyebabkan aktivitas di kawasan menjadi semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan peluang terjadinya kebakaran di kawasan perkotaan menjadi lebih besar. Peningkatan pertumbuhan penduduk juga menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan permukiman. Tingginya permintaan permukiman oleh masyarakat di perkotaan yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan penyediaan lahan permukiman yang layak, menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya akan semakin banyak masyarakat yang terkonsentrasi menetap pada kawasan yang rentan terhadap resiko bencana kebakaran, jika terjadi kebakaran di kawasan tersebut makan probabilitas jatuhnya korban juga akan semakin besar. 

Tugas petugas pemadam kebakaran tak hanya sekadar memadamkan api. Seorang pemadam kebakaran juga dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penyelamatan. Adanya upaya pencegahan salah satunya dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait deteksi dini terhadap potensi terjadinya kebakaran. Selain itu, pemadam kebakaran juga rutin melakukan simulasi penanggulangan bahaya kebakaran di dalam rumah, pasar maupun gedung.
Seorang pemadam kebakaran juga dituntut untuk dapat melakukan upaya penyelamatan terhadap makhluk hidup dan benda, tak jarang mereka ditugaskan untuk mengevakuasi korban tenggelam atau menolong korban banjir. Bahkan, pemadam kebakaran juga sering diminta untuk membantu menyelamatkan hewan. 

Menurut Moenir, A.S (2008: 27) mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut pelayanan dapat diartikan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat. Selanjutnya Lijan Poltak Sinambela (2008: 5) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan. 

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya terbagi atas dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara). Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari yang berupa layanan fisik yaitu bersifat pribadi dan administratif yang biasa terdapat pada suatu kegiatan organisasi. Menurut Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (Ratminto dan Atik Septi Winarsih,2010:2) “Pelayanan adalah produk-produk yang kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Mengacu pada pendapat ini, pelayanan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidakdapat di lihat akan tetapi dapat dirasakan dimana melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan suatu peralatan. 

Merujuk pada pengertian dari Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum”’ dan mendefinisikan “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. 

Menurut Joko Widodo (2001:131) pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Dengan demikian peran pemadam kebakaran dalam hal pelayanan publik merupakan pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik(pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

II. PERMASALAHAN

“Bagaimana Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Pada Permukiman Padat Penduduk Kabupaten Kutai Timur”?
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengeksplorasi data yang diperoleh dari cara mengumpulkan dan menuliskan kembali data dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelas sesuai dengan kebutuhan penelitian.
 
Untuk mendapatkan data dan informasi serta bahan-bahan lain untuk mendukung dan menyelesaikan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Teknik pengumpulan data primer. Merupakan data yang langsung dari objek penelitian, terdiri dari : 

a. Metode wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam. 

b. Metode observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung oleh peneliti ke lokasi objek penelitian. 

2. Teknik pengumpulan data sekunder. Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer, yaitu: 

a.   Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur seperti buku, jurnal, dan sebagainya yang mendukung penelitian. 

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.
1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) 

Data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana. 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan dari para informan lalu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dengan metode analisa deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan kemampuan daya nalar peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta, data dan informasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti, serta jawaban atas pertanyaan penelitian atau perumusan masalah kemudian diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kaliorang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang di bentuk berdasarkan UU. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999. 

Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 Km2 (17%) dari wilayah Kalimantan Timur. Luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.377.164,65 Ha (perhitungan luas paduserasi, Citra Landsat TM-7 2002/2003, 1 : 250.000 & Peta RTRWP 1999 Prov Kaltim) 

Perhitungan akhir sampai Desember 2005, luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.188.462 Ha (penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2005). Melihat perhitungan diatas luas daratan Kabupaten Kutai Timur telah berkurang sebanyak 188.702,65 Ha dikarenakan pergeseran Tata Batas Kabupaten Kutai Timur yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Berau (Kec. Kongbeng, Sangkulirang, dan Sandaran) Topografi wilayah antara 2 m – 1.606 m dari permukaan laut. Terdiri dari 18 Kecamatan dengan 135 desa.
4.1.2. Letak geografis 
Dengan luas wilayah 35.747,50 km², Kabupaten Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU.Batas-batas Kabupaten Kutai Timur:

· Sebelah Utara dengan Kabupaten Berau 

· Sebelah Timur dengan Selat Makassar 

· Sebelah Selatan berbatasan dengan KabupatenKutai Kartanegara dan Kota Bontang 

· Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara 

Kehadiran visi Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan, dan memotivasi seluruh aparat dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Visi juga akan memperkokoh kesatuan tim kerja agar energi yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan, moral menjadi tinggi, dan komitmen terbentuk. Visi tersebut dirumuskan sebagaiberikut: 

“Pembangunan Daerah yang bertumpu pada Pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sejahtera.” 
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dan memberikan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin. 

2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada 
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4. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

5. Mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang adil, makmur, dan sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang beriman, taat beribadah, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas dan terampil. 

6. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sehingga cerdas, berdisiplin,memiliki etos kerja yang tinggi dan terampil. 

7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menyediakan jaringan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional. 

8. Meningkatkan dan membina pemahaman dan pengamalan ajaran agama, sehingga terwujudnya toleransi antar umat beragama, intern umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. 

9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki integritas, profesional dan percaya diri sehingga dapat menciptakan Good Governance, dan terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta memberantas segala bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 

10. Menyelenggarakan pembangunan daerah yang merata dengan pendekatan wilayah dan melaksanakan grand strategy GERDABANGAGRI. 

11. Pengembangan sarana dan prasarana dan infrastruktur ekonomi serta membuka isolasi wilayah yang terbelakang, terpencil dan daerah pedalaman. 

12. Meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan desentralisasi otonomi daerah dan meningkatkan sistem dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

13. Melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi investor sehingga terbuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya. 

14.  Memfasilitasi para petani dan nelayan sebagai pelaku utama Agribisnis untuk memperoleh kemudahan dalam meningkatkan produksi, mengolah dan memasarkan hasil panen. 

15. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada Agribisnis. 

16. Memantapkan manajemen pengelolaan Sumber Daya Alam sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Kutai Timur dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 

17. Memantapkan dan memanfaatkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan antar wilayah kecamatan dan pengembangan perwilayahan komoditi. 

18. Menegakkan hukum agar terwujud kepastian hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 

19. Mempercepat pengurangan / pengentasan angka kemiskinan. 

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
4.2.1. Lokasi Tempat Kejadian Kebakaran Yang Terjadi Di Kabupaten Kutai Timur sangatta. 
Adapun data-data yang diperoleh terjadinya kebakaran di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :
	No 
	Waktu Kejadian 
	Alamat Terjadinya Kebakaran 
	Penyebab Kebakaran 

	1 
	4 – 6 - 2017 
	Jalan Murung Raya (Munte), RT 18 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutim, 
	Korsleting Listrik (Barakan) 

	2 
	28 – 7 - 2017 
	Jl. Kabo Jaya Dusun. Kabo Jaya Kampung Timur Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim 
	Api Menjalar, 

Kayu Bakar ( Tungku) 

	3 
	7 – 10 - 2017 
	Jalan Poros Muara Wahau KM 110 RT 01 
	Korsleting Listrik 


4.2.2. Kebakaran Pada Perumahan Padat Penduduk Di Kabupaten Kutai Timur 
Istilah kebakaran memiliki arti proses penyalaan api yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta didukung ketersediaan material sebagai bahan bakar. Kata ‘kebakaran’ mengandung makna adanya bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial. 

Kebakaran senantiasa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik menyangkut kerusakan harta benda, kerugian materi, gangguan terhadap kelestarian lingkungan, terhentinya proses produksi barang serta jasa, serta ancaman terhadap keselamatan jiwa. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi yang luas serta kebakaran di kawasan kumuh padat bisa langsung menghancurkan ekonomi masyarakat korban kebakaran. 

Untuk mengidentifikasi perilaku rentan terhadap kebakaran, informasi yang perlu diketahui adalah sumber-sumber kebakaran yang diketahui responden, perilaku ketika memasak, dan penggunaan alat listrik.
Sumber-sumber kebakaran mencakup : 

1. Sumber utama kebakaran 

2. Peralatan memasak yang digunakan, dan 

3. Khusus untuk responden pengguna kompor gas, ditanyakan apakah responden memeriksa kondisi tabung gas sebelum digunakan. 

Perilaku memasak diukur dengan cara: 

1. Aktivitas lain yang dilakukan ketika memasak 

2. Frekuensi menggunakan alat memasak dalam sehari. 

Penggunaan alat listrik diukur dengan pertanyaan: 

1. Penggunaan steker listrik 

2. Pemilihan kesesuaian kabel listrik dan dayanya 

3. Kontinuitas penggunaan alat elektronik 

4. Sumber sambungan listrik, dan 

5. Sumber penerangan darurat. 

Pada bagian ini akan dijelaskan temuan-temuan dari hasil penyebaran 232 kuesioner yang sah dari masyarakat yang tinggal di Sangatta Kabupaten Kutai Timur,
	Sebaran Kuesioner Kepada Responden 

	Nama 
	Jumlah 
	% 

	Kuesioner yang kembali 
	126 
	59,5 

	Kuesioner yang tidak kembali 
	106 
	40,5 

	Jumlah Kuesioner yang dibagikan 
	232 
	100 


Karakteristik Responden dari 232 kuesioner dengan jawaban responden yang kembali dan berlaku, sebanyak 126 kuesioner atau 59,5% berjenis kelamin perempuan dan mayoritas berusia 30-50 Tahun. 106 Kuesioner atau 40,5 % yang tidak kembali.
	Mayoritas Pendidikan 

	Pendidikan 
	Jumlah (%) 

	SD 
	26,7 

	SMP 
	39,7 

	SMA 
	24,1 

	S1 
	2,6 

	S2 
	0,9 

	Jumlah 
	100 


Mayoritas responden sudah dan menetap di Sangatta sudah lebih dari 10 tahun. Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah SMP/sederajat (39,7%), SD/ sederajat (26,7%), dan SMA/sederajat (24,1%). Sangat sedikit responden yang berpendidikan sarjana (2,6%) maupun S2 (0,9%).
	Mayoritas Pekerjaan 

	Nama 
	Jumlah (%) 

	Pedagang/Wiraswasta 
	50 

	Karyawan Swasta 
	24,6 

	Ibu Rumah Tangga 
	27,7 

	Jumlah 
	100 


Kebakaran dapat terjadi kapan saja, bisa pada waktu pagi, siang, dan malam. Jumlah orang yang sedang berada di rumah pada waktu tersebut akan menentukan kemungkinan jumlah korban yang mengalami kerugian akibat dari kejadian kebakaran itu. Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi jumlah orang yang berada di rumah ketika pagi, siang, dan malam. Ditemukan bahwa sebagian besar 0-4 orang berada di rumah ketika pagi hari (92,7%), siang hari (84,5%), dan malam hari (56,3%).
Responden mengajukan daftar sumber-sumber penyebab kebakaran, seperti kompor gas, korek api, pembakaran sampah, dan lainlain. Skoring dilakukan dengan skala Guttman pada setiap sumber penyebab kebakaran yang diajukan. Untuk setiap sumber kebakaran yang diketahui oleh responden memberikan jawaban “Ya”dan “tidak”, 

Dari jawaban 232 responden yang disurvei, mayoritas menyatakan kompor gas , korslet listrik alat elektronik, dan lilin merupakan sumber utama kebakaran. Dari 232 responden yang menyatakan kompor gas, 168 responden menyatakan permasalahan terdapat pada tabung gas dan 118 responden menyatakan permasalahan terdapat pada kompor gas. Sumber kebakaran lainnya sebagai tambahan informasi yang disampaikan oleh responden, yaitu korek api, tungku berbahan bakar kayu, perbuatan anak kecil, perambatan api, bensin, dan bahan kimia. 

Penggunaan peralatan memasak (cooking equipment) termasuk salah satu kategori utama terkait perilaku penyebab kebakaran. Penggunaan peralatan memasak yang tidak sesuai dan tidak memadai dengan petunjuk penggunaan berpotensi berpotensi memicu terjadi kebakaran, seperti kesalahan pada pemakaian kompor gas dan tabung gas. Jumlah kejadian kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas di Indonesia meningkat dari tahun 2007 hingga 2010. Peningkatan kejadian ini dimulai semenjak adanya kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan konversi energi bahan bakar dari energi minyak bumi ke energi gas tahun 2006. Oleh karena itu, identifikasi alat memasak yang digunakan oleh responden perlu diketahui untuk memetakan potensi terjadinya kebakaran di Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
	Alat Yang Digunakan Untuk Memasak 

	Nama 
	Jumlah (%) 

	Kompor Gas 
	84,5 

	Kompor Minyak 
	13,8 

	Pemasak Listrik 
	1,3 

	Jumlah 
	100 (232) 


Responden ditanyakan apakah mereka menggunakan alat memasak yang disebutkan, diantaranya kompor minyak, kompor gas, pemasak listrik, dan alat memasak lainnya yang mungkin digunakan mereka. Semua 232 responen menjawab pernah menggunakannya. Alat-alat masak yang lazim digunakan adalah kompor gas (84,5%), kompor minyak (13,8%), kompor listrik (1,3%). 

Berdasarkan jenis bahan bakarnya Liquefied Petroleum Gas (LPG) (84,5%), minyak tanah (13,8%), kayu (0,9%), listrik (0,8%). Menarik untuk diketahui bahwa mayoritas responden menggunakan kompor gas dan mereka menggunakan sumber bahan bakar tabung gas yang berpotensi sumber penyebab kebakaran. Hal ini menandakan bahwa terdapat potensi terjadinya kebakaran di Sangatta Kabupaten Kutai Timur akibat kompor gas dan 
V. PENUTUP 
5.1. Kesimpulan

5.1. KESIMPULAN 
Pada umumnya risiko bencana di Indonesia meliputi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, kekeringan, angin topan, banjir dan kebakaran. Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga memiliki beranekaragam jenis bencana. Garis khatulistiwa yang melintasi Indonesia berpengaruh terhadap iklim yang terjadi di Indonesia. 

Tugas petugas pemadam kebakaran tak hanya sekadar memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran juga dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penyelamatan. Adanya upaya pencegahan salah satunya dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi terkait deteksi dini terhadap potensi terjadinya kebakaran. 

Kebakaran merupakan suatu kejadian dengan berbagai faktor penyebab yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Banyak yang memandang bencana kebakaran bukan sebagai resiko yang dapat diminimalisasi, melainkan sebagai musibah. 

Peningkatan kepadatan serta pertumbuhan penduduk yang terpusat di permukiman penduduk menyebabkan aktivitas di kawasan ini menjadi semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan peluang terjadinya kebakaran di kawasan permukiman penduduk menjadi lebih besar. Peningkatan pertumbuhan penduduk juga menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan permukiman. 

Tingginya permintaan permukiman oleh masyarakat di permukiman penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan dan penyediaan lahan permukiman yang layak, menjadikan masyarakat terpaksa menempati kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran sebagai tempat tinggal mereka. Akibatnya akan semakin banyak masyarakat yang terkonsentrasi menetap pada kawasan yang rentan terhadap resiko bencana kebakaran, jika terjadi kebakaran di kawasan tersebut maka probabilitas jatuhnya korban juga akan semakin besar. 

5.2. SARAN 
Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK merupakan segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup permukiman, lingkungan dan bangun. Sementara Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK merupakan bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi. 

Sistem proteksi kebakaran di Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang telah ada saat ini berupa Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang menitikberatkan pada sistem dan strategi pemadaman kebakaran. Sementara kajian tentang identifikasi tingkat resiko kebakaran dan analisis kondisi fisik lingkungan permukiman belum pernah dilakukan. Sehingga diperlukan penelitian terhadap lingkungan permukiman untuk melihat tingkat resiko kebakaran yang meliputi sumber, kerentanan dan ketahanan kebakaran yang diharapkan menjadi salah satu masukan dalam melengkapi RISPK yang ada merujuk pada Kepmenneg PU No.11/KPTS/2000 yang didukung Kepmenneg PU No.10/KPTS/2000, UU RI No.28 Tahun 2002, Kep. Dirjen Perkim No. 58/KPTS/2002, Permen PU No. 20/PRT/M/2009 dan beberapa SNI terkait. 

Keadaan di negara lain berbeda dengan di Indonesia, yang telah memasukkan bahaya kebakaran sebagai bencana masyarakat. Karena itu pemerintah dan institusi swasta di negara-negara maju seperti di Inggris dan Amerika melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya kebakaran. Pendidikan dan pelatihan kebakaran berkembang pesat mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ilmu dan standar kebakaran dikembangkan dan dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Berbagai lembaga masyarakat mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang kebakaran dan mengeluarkan berbagai pedoman dan standar tentang bahaya kebakaran. Pendidikan mengenai kebakaran (fire education) di luar negeri telah dilakukan sejak kanak-kanak yang disebut fire for kid. Dengan demikian pemahaman dan kesadaran mengenai bahaya kebakaran sudah tertanam ditengah masyarakat
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